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KEPUTUSAN WALIKOTA PRABU MULIH

FAILES
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NOMOR : 69 /KPTS/Diknas/2007
TENTANG

ERASIONAL SLB NEGER] PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULI I

pahwa schubungan dengan akan diopcrasionalainya SLB Negeri
-Prabumulih yang didirikan olzh Pemerintah Kota Prabumulih, maka
perlu diberikan Jzin Operasioenl SLB Negeri Prabumulih;

bahwa pemberian 1zin diraaksud pada huruf a di atas perlu diatru
dengan Keputusan Walikota Prabumulih.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan b dipandang perlu Izin Operasional SLB Negeri Kota
Pecbumulih  yang  dituangkan  daiam Keputusan  Walikota
Prabumulih.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Pemerintah - Kota  Prabumulih (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nowor 86, Tambanan Lemabaran Negara
Nomor 4113):

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacerah. scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
& Tahkun 2005 (L.embaran Negara Republik Indonesia Tah\m'EO'O."-'
Nomor 108, Tambkahan Lembaran Negara Nomor 43548); =

Undang-Undang Nomor 33 ‘Tahun 2004 tentang Perimbangan
Kenanpan  antara - Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan  Dacrah
Gi.embaran Negara Repunhik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):

Peraturan Pemerintain Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan
Luar Biasa (1 embaran Negara - Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 04, Tambalan Lermbaran Negara Nomor 3460);
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KEEMPAT

6. Kceputusan Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002,
tentang pedoman Pendirian Sckolah.

2 peraturan Dacrah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Organisasi  dan  Tata Kerja Dinas Dacrah Kota Prabumulih
{ embaran Dacrah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 41);

MEMUTUSKAN;

Memberikan Izin Qperasionil SLB Negeri Kota Prabumulih, sesuai
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

Dinas Pendidikan Wasicnal Kota Prabumulih diberikan Wewenang
penuh mengelola proses pendidikan di SLB Negeri Kota Prabumulih
sampai ditunjuknya Kepala Sckolah yang depinitifi

Scgala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) Kota
Prabumulih tahun 2007,

Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat
rekaliruan dalam surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan
perbaikan sebagaimana rmestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal R Febﬂ!drl.2007

'RABUMULIH,

%

AXCTARIN, SH, MM



